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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, tarif
pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di
wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Latar belakang dari penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya tingkat
kepatuhan pajak UMKM meskipun sektor ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada responden.
Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kebayoran Lama, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan
purposive sampling sehingga diperoleh 102 responden.Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode regresi linear
berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 22.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman
perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak serta semakin jelas dan tegas kebijakan tarif dan sanksi,
maka tingkat kepatuhan akan meningkat. Sebaliknya, modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap
kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa penerapan sistem modern belum sepenuhnya dipahami atau dirasakan
manfaatnya oleh para pelaku UMKM. Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam
merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di sektor UMKM.

Kata kunci: Pemahaman Pajak, Modernisasi Administrasi Pajak, Tarif Pajak, Sanski Pajak, Kepatuhan Pajak

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang selalu melakukan pembangunan dari segala sektor. Hal
ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera contohnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegak
hukum yang adil serta memelihara keamanan dan ketertiban negara. Dalam konteks pembangunan nasional, sektor
perpajakan memiliki peran yang sangat vital sebagai sumber utama penerimaan negara. Hal ini tercermin dari data
kementrian keuangan yang mencatat bahwa pada tahun 2024, penerimaan dari sektor perpajakan mencapai Rp
1.932,4 triliun atau 100,5% dari target yang telah ditetapkan. Angka ini menunjukan pertumbuhan sebesar 3,5%
dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus memperkuat posisi pajak sebagai bidang tulang punggung pembiayaan
negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan infrastuktur, serta peningkatan kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan (kemenkue.go.id).

Pajak sumber penerima dan pendapatan negara yang mempunyai peran dalam kontribusi yang besar untuk
pemasukan negara. Pemungutan pajak baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat dapat
digunakan untuk membiayai pembangunan nasional seperti membangun infrastruktur serta fasilitas umum yang
berguna untuk kepentingan negara bersama. Dalam hal perpajakan, masyarakat juga harus memahami serta
mematuhi wajib pajak, yang merupakan lah satu faktor terpenting dalam mewujudkan perpajakan negara
(Muhamad, Ashawi, & Pangayow, 2020). Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan
negara dapat berjalan dengan baik bagi kehidupan ekonomi masyarakat (Muhamad et al., 2020).

Sumber pemasukan negara sebagian besar diperoleh dari pembayaran pajak. Dana dari pembayaran pajak
tersebut akan digunakan untuk pembangunan negara. Penerimaan negara tersebut diperoleh dari beberapa sumber
yang salah satunya adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). UMKM merupakan sebuah bisnis yang
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dibangun dan dijalankan oleh perseorang atau sekelompok masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam
pembangunan negara indonesia (Kusuma, Purbowo, & Khasan, 2023). Ainiyah & Febriani (2023) juga
menjelaskan bahwa pajak berkontribusi terhadap peningkatan situasi ekonomi negara untuk pembangunan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, salah satu pembayaran pajak potensial adalah dari sektor
UMKM yang memberikan kontribusi paling besar terhadap produk domestik bruto dibandingkan sektor lainnya.

Sumber pemasukan negara sebagian besar diperoleh dari pembayaran pajak. Dana dari pembayaran pajak
tersebut akan digunakan untuk pembangunan negara. Penerimaan negara tersebut diperoleh dari beberapa sumber
yang salah satunya adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). UMKM merupakan Sebuah bisnis yang
dibangun dan dijalankan oleh perseorang atau sekelompok masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam
pembangunan negara indonesia (Kusuma, Purbowo, & Khasan, 2023). Ainiyah & Febriani (2023) juga
menjelaskan bahwa Pajak berkontribusi terhadap peningkatan situasi ekonomi negara untuk pembangunan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, salah satu pembayaran pajak potensial adalah dari sektor
UMKM yang memberikan kontribusi paling besar terhadap produk domestik bruto dibandingkan sektor lainnya.

Jumlah UMKM di Indonesia
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Gambar 1.1

Pertumbuhan UMKM dari Tahun 2018-2023

Pajak. Com menyebutkan bahwa dengan jumlah lebih dari 65 juta unit usaha, UMKM berkontribusi signifikan
terhadap produk domestik bruto (PBD) yang mencapai 61% dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja Indonesia.
Namun di balik prestasi membanggakan itu, tersimpan sebuah paradoks yakni “rendahnya kontribusi sektor
UMKM terhadap penerimaan pajak nasional”. Seperti yang di ketahui bersama bahwa kontribusi UMKM terhadap
total penerimaan pajak masih sangat rendah. Kondisi tersebut sangat tidak ideal jika di bandingkan dengan
besarnya populasi UMKM dan kontribusinya terhadap PBD. Kesenjangan yang begitu besar ini menggambarkan
adanya potensi pajak yang belum optimal dan mengindikasikan masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak di
kalangan pelaku UMKM. Fenomena dalam berkontribusi pada penerimaan pajak bukan sekedar masalah
sederhana tentang keengganan membayar pajak. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi, mulai dari
keterbatasan pemahaman perpajakan, kerumitan sistem administrasi dan beban keuangan yang dapat mengancam
keberlangusngan usaha. Meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif, termaksud penurunan
tarif pajak menjadi 0,5% melalui PP No. 55 Tahun 2022.

Peran penting Pemerintah melalui PP. No. 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian bidang pajak penghasilan (OO
55/22), mensyaratkan kemudahan bagi wajib pajak yang menjalankan usaha dengan omzet tertentu. Kemudahan
tersebut memungkinkan WP untuk hanya perlu melakukan pencatatan atas omzet yang diterima setiap bulan alih-
alih melakukan pembukuan yang lebih kompleks. Tarif yang diberikan juga dianggap adil untuk diterapkan kepada
seluruh usaha Wajib Pajak. Aturan yang awal nya hanya diperuntukan bagi WP orang pribadi (OP) dengan omzet
tidak melebihi Rp 4,8 miliar ini kemudian diperluas untuk WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer,
firma, perseroan terbatas, atau badan usaha milik desa/desa bersama dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar.
Kebijakan pemberian tarif PPh fnal 0,5% bagi UMKM merupakan perwujudan kebijakan pemerintah dalam
mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal.

Kebijakan tersebut direalisasikan melalui upaya pemberian kemudahan dan keadilan untuk wajib pajak yang
memiliki omzet tertentu selama jangka waktu tertentu. Awalnya tarif yang diberikan 1% sebagaimana diatur dalam
peraturan pemerintah nomor 45 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima
atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP 23/2018) tarif tersebut disesuaikan menjadi
0,5%. Di tambah lagi hadirnya PP 55/2022 setelah PP 23/2018 memuat tambahan fasilitas pajak yang di berikan
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kepada WP OP usahawan lewat pembebasan pembayaran PPh atas omzet sampai dengan Rp 500 juta dalam
setahun. Hal ini untuk menindaklanjuti amanat penerbitan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang
harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) yang menjadi perubahan keenam atas undang-undang nomor 7 Tahun
1983 tentang pajak penghasilan (UU PPh) (Pajak.go.id).

Kontribusi UMKM Terhadap PDB
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Gambar 1.2
Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto

Dari Gambar 1.2 dapat terlihat bahwa UMKM memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap produk
Domestik Bruto (PBD) nasional. Berdasarkan data kementrian koperasi dan UKM pada tahun 2023, UMKM
menyumbang lebih dari 60% terhadap PBD Indonesia, setara dengan lebih dari Rp 9.000 triliun. Pada tahun 2020
defisit APBN Indonesia tercatat sebesar 6.09% dari produk domestik bruto. Ristanti, Uswatun Khasanah, & Cris
Kuntadi (2022) menyebutkan bahwa ada beberapa penyebab rendahnya kepatuhan pajak para pelaku UMKM
antara lain para pelaku UMKM tidak memahami cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak.

Meskipun tergolong dalam usaha yang memiliki omzet dan asset yang relatif kecil, pelaku UMKM masih
memiliki tanggung jawab yang perlu dipenuhi, seperti membayar pajak. Pajak UMKM di tahun 2023 diatur oleh
ketentuan PPh pasal 4 ayat (2) adalah mengatur tentang pemotongan penghasilan yang terkait dengan jasa dan
sumber tertentu, yang kemudian dijelaskan secara lebih rinci dalam peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
Pada kenyataannya kontribusi pajak UMKM dalam pendapatan negata masih rendah dan tidak sejalan
meningkatkatnya jumblah UMKM (Nur Alvi Syahrina, Hasanah, & Yusuf, 2024).

Disebutkan juga bahwa Tax Ratio Indonesia masih terbilang rendah. Seperti pada gambar 1.3 diketahui
bahwa Tax Ratio Indonesia dari Tahun 2018 ke tahun 2023 rata-ratanya hanya 9,68, idealnya suatu negara minimal
adalah 15%.

Tax Ratio Indonesia
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Gambar 1.3
Tax Ratio Indonesia Tahun 2018-2023
Menko perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema PPh final UMKM dengan tarif 0% diputuskan

untuk berlaku bagi wajib pajak orang pribadi hingga 2029. “terkait PPh final UMKM yang pendapatanya Rp 4,8
miliar setahun, itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak diperpanjang setahun-setahun tetapi
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diberikan kepastian sampai 2029”. Menurut Airlangga saat ini terdapat 542.000 UMKM yang terdaftar sebagai
wajib pajak dan memanfaatkan sekma PPh final UMKM untuk menunaikan kewajiban pajaknya. Anggaran yang
dialokasikan pemerintah untuk melanjutkan pemberlakuan PPh final UMKM bagi wajib pajak. Perpanjangan
masa berlaku skema PPh final UMKM ditargetkan bisa meringankan beban pajak UMKM dan menyederhanakan
kewajiban administrasi wajib pajak (DDTCNews).

Pemahaman Perpajakan adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh
wajib pajak, seperti peraturan pajak, manfaat pajak dan lain sebagainya (Rumabutar & Purba, 2024). Pemahaman
pajak salah satunya adalah peraturan pajak, sebuah peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang
tentunya dinilai mampu mengatur akan hal pajak yang mendasari setiap pengenaan, penetapan, penarikan,
pemungutan dan serta penagihan pajak. Rendy Agustinus, Ruslaini (2025) menegaskan bahwa pemahaman yang
baik mendorong kesadaran dan meingkatkan kepatuhan, sekaligus membantu menghindari kesalahan administrasi.
Faktor seperti lingkungan sosial, pengalaman serta akses informasi turut memengaruhi tingkat pemahaman pelaku
UMKM.

Hasil analisis membuktikan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya
yang menyatakan pengaruh signifikan yang positif antara tingkat pemahaman dan kontribusi membayar pajak dari
wajib pajak (Usmar, Adwimurti, Lanori, & Surya, 2022).

Penerapan sistem modernisasi administrasi Perpajakan sebagai penyempurnaan atau perbaikan dari kinerja,
baik itu secara individu, kelompok ataupun kelembagaan agar lebih efisien dan ekonomis dengan memanfaatkan
teknologi yang merupakan bentuk dari perubahan administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi
perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu tata kelola penyederhanaan pelaksanaan dari berbagai program dan
kegiatan prosedur administrasi pajak dengan menerapkan sistem administrasi modern berbasis teknologi dengan
tujuan untuk menyederhanakan regulasi dan juga prosedur dari tata cara administrasi sebelumnya sebagai upaya
untuk mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM (Gulo, 2021).

Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun
badan. Selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan pajak untuk menentukan besarnya persentase tarif etersebut
pemerintah kebijaksanaan memegang peranan penting. Peraturan tarif pajak penghasilan UMKM tertuang dalam
peraturan (PP) nomor 23 tahun 2018 menyebutkan tentang penurunan tarif pajak semula 1% menjadi 0,5%.
Adapun tarif pajak ini dikenakan atas peredaran bruto sesuai prinsip presumtiv tax, yakni perhitungan nilai pajak
terutang berdasarkan infikator selain penghasilan neto (T & Sitinjak, 2022).

Pamujiku Putra, Yunus, & Lambok DR (2022) menjelaskan bahwa ada banyak hal yang berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya, diantaranya faktor tarif pajak
UMKM. Tarif pajak yang telah disesuaikan tarif baru UMKM sebesar 0,5% untuk meringankan pelaku UMKM
sehingga meningkatkan kepatuhan UMKM dalam menyetor pajak. Namun meskipun tarif pajak telah diturunkan,
realitas di lapangan dan data menunjukan bahwa masih banyak pelaku usaha UMKM yang tidak melaporkan
kewajiban pajaknya.(Chairian Tomy & Fachrur Rozi, 2025)

Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan dan pelayanan
pajak. Dengan diberlakukannya sanksi akan meningkatkan ketaatan masyarakat dalam membayar dan melaporkan
pajak. (Andreansyah & Farina, 2022). Dengan adanya sanksi memaksa wajib pajak untuk memnuhi
kewajibnaynya, semakin tegas sanksi perpajakan maka menyebabkan semakin meningkatnya tingkat kepatuhan
wajib pajak dalam memnuhi kewajiban perpajakan (Andreansyah & Farina, 2022).

Penyusunan sanksi pajak dalam sebuah aturan bertujuan agar individu atau badan mampu menjalankan
kewajibannya. Sanksi memberikan peringatan yang melanggar kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak memiliki
peran yang sanagat kursial dalam menimbulkan dampak jera bagi para pelanggar supaya menaati aturan yang ada.
Diberlakukannya sanksi selain memberikan efek jera namun juga sebagai pengingat untuk tetap mematuhi
peraturan yang ada (Rohmah & Zulaikha, 2023).

Eka Aulianavisha Hamida & Hasnawati (2024) menjelaskan bahwa secara sederhana kepatuhan pajak
merupakan niat yang dimiliki wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Kepatuhan pajak diperngaruhi oleh berbagai macam faktor salah satunya dari sistem administrasi pajak.
Sistem administrasi pajak adalah salah satu kunci keberhasilan kebijakan perpajakan, dan sangat penting untuk
mencapai refromasi administrasi pajak yang berkelanjutan, sehingga ini dapat berfungsi dan dijalankan secara
optimal untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang telah di jelaskan sebelumnya
bahwa telah melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya modernisasi administrasi
perpajakan dan ini meliputi penerapan teknologi informasi didalam proses administrasi pajak seperti e-filling, e-
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payment dan lainya yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensim, transparansi dan juga akurasi serta
mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan nya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data berupa angka atau
numerik, sesuai dengan bentuknya maka data kuantitatif dapat diolah atau dianalisa dengan menggunakan statistic
melalui bentuknya maka data kuantitatif dapat diolah atau dianalisa dengan menggunakan uji statistik melalui
software statistik Statistical product and Service Solution (SPSS) dan sumber data dari penelitian ini adalah data
primer. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument
Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumet digunakan dalam mengukur valid dan tidak nya suatu kuesioner.

2. Analisis regresi linear berganda
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen
terhadap satu variabel dependen secara simultan maupun parsial.

3. Uji kelayakan model (Uji F)
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model regresi secara simultan
berpengaruh terhadap variabel dependen.

4. Uji parsial (Uji T)
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model regresi secara parsial
berpengaruh terhadap variabel dependen.

3. Hasil dan Diskusi
Uji validitas digunakan dalam mengukur valid atau tidak valid suatu kuesioner. Sebuah pertanyaan dinyatakan
valid jika R hitung lebih besar daro R tabel
Tabel 4.7
Correlation Pertanyaan Variabel Pemahaman (X1)

P P2 F3 P4 | [ 76 P F8
Pt Peaarson Cotrelabon aun™ | sar” 651" 520~ s20™
Sy (2-14ked) 000 | 0 000 00 00
N 102 102 102
P2 Pearsan Comeation 565" 5&5™ T
S9 (2-1ake0) 000 Ly 000
N 102 107 102
P3 Paarson Comefation 4~ 6157 43
Sg (2-tateq) 000 000 000
N 0z 102 10, 102
P4 Pearson Correlation 483~ 565~ B4t~ 1 450~ 561~
Sg (2-laked) 000 o 0od o0 000
N t02 [4rd 1024 192 (174 102
PS Peagrson Commeabon A4 545 615" 250" 1 621"
59 (2-1aeq) 000 o 000 000 000 o0 o0
N 102 102 102 102 102 142 102 102
Ph Pearsan Comelation 651" 877" 543" 561 621~ 1 B16™ 756
59 (21ared) 000 o000 000 o0 000 O 00
N 102 102 102 102 102 102 102 103
PT Pearson Correfation 6207 6327 638~ 63T 57" a8t6” 1 BOO™
S (2-18ke0) 000 0 000 o0 0 000 0
N 102 102 102 102 102 102 102 102
Pa Paarsan Cotmedation 523" 53~ 5947 503~ 03" 756" 500~ 1
Sg (2luked) 000 000 000 000 o0 000
N 102 102 102 102 102 102 102 103

**. Come=fahon = signicant 2t the 0 07 leve! (Z-tailed)

Dari Tabel 4.7 diketahui bahwa semua item (P1 sampai dengan P8) memiliki r hitung antara rentang
0,450 sampai dengan 0,816. Hal ini menunjukan bahwa seluruh butir pertanyaan P1 — P8 dinyatakan VALID
karena memiliki korelasi yang kuat dengan skor total dan memiliki nilai signifikan secara statistik (0,000 < 0,05).
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 mampu mengukur konstruk yang sama dengan variabel X1 artinya setiap pernyaan
dalam kuesioner layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.
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Tabel 4.8

s s
e

Correlation Pertanyaan Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan (X2)

] P10 11 P12 P13 P14
P3 Pearson Comefation ! 585" L Ll 480" 268~
S (21bed) 000 00 e 000 000
N 102 102 ¢ 1 02
P10 Paarson Comesation 559 578 6427
S (243 000 000 000
EXAIES . O SRFOurareSy ST - (U 102 102
LR} Paarson Comeation 5sa~ 560 sh” 529"
S (21mied) 000 00( 000 000
N. . 102 102 102 1027
P12 Pearson Comeanon 524" 555~ 596" 6"
S (21meg) 000 000 000 000
N 102 102 192 102
P13 Paarson Comeanon T rs" 1 785"
Sg (2wien) 000 000 000
N 302, o2 102 102
P14 Pearson Cometglion - 54" s 1
Sg (2=ed) 000 00 000 C
N 102 102 102 102 2
P13 Pearson Cometation 42" 5057 " " 1
Sig (213ied) 000 0o 000 000
N 102 102 102 102 102

** Coorelation s significant at the 0 01 leved (2-taled)

Dari Tabel 4.8 diketahui bahwa semua item (P9 sampai dengan P15) memiliki r hitung antara rentang
0,480 samai dengan 0,852. Hal ini menunjukan bahwa seluruh butir pertanyaan P9 -P15 dinyatakan valid karena
memiliki korelasi yang kuat dengan skor total dan memiliki nilai signifikan secara statistik (0,000 < 0,05). P9,
P10, P11, P12, P13, P14, P15 mampu mengukur konstruk yang sama dengan variabel X2 artinya setiap pertanyaan
dalam kuesioner layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Tabel 4.9
Correlation Pertanyaan Variabel Tarif Perpajakan (X3)
Correlations
P16 P17 P18 pig | P20
P16 Pearson Correlation 1 565~ 502~ 583~ | 524~
Sig. (2-1alled) 000 000 000 | 000
N 102 102 102 102 | 102
P17 Pearson Correlation 5657 1 6157 5337 5367
Sig. (2-talled) 000 000 000} 000
N 102 102 102 102 | 102
P18 Pearson Correlation 502~ 615~ 1 5217 583"
Sig (2-1ailed) 000 000 000 | 000
N 102 102 102 102 102
P19 Pearson Correlation 583~ 5337 5217 1 6467
Sig. (2-1aited) 000 000 000 000
N 102 102 102 1021 102
P20 Pearson Correlation 524~ 536~ 583" 646~ | 1
Sig: (2-alled) 000 000 000 000 |
N 102 102 102 102 | 102

**_Correlation is significant at the 0.01 level {2-tailed)

Dari Tabel 4.9 diketahui bahwa semua item (P16 sampai dengan P20) memiliki r hitung antara rentang
0,502 sampai dengan 0,646. Hal ini menunjukan bahwa seluruh butir pertanyaan P16 — P20 dinyatakan karena
valid memiliki korelasi yang kuat dengan skor total dan memiliki nilai signifikan secara statistik (0,000 < 0,05).
P16, P17, P18, P19, P20 mampu mengukur konstruk yang sama dengan variabel X3 artinya setiap pertanyaan
dalam kuesioner layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.
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Tabel 4.10
Correlation Pertanyaan Variabel Sanksi Perpajakan (X4)

Corretations
P2 7] F23 [21] 233 7] ¥2 i)
P21 Pranon Comelaton 1 5047 a7 455 BT 54| 580 5%
Sy (2-aked) 202 000 008 020 000 | 020 000
N 102 102} 102 102 102 102 12 10z
P22 Pearson Camelaton 504° 1 583" s 50" 525 | 651 &1
Sig (2-taded) 00 00 009 020 000 | 0% m
N 102 102, 102 102} %2 192, " 102
P23 Fearson Comelation 8T 583 1 595 630 651" | 654 11
Sin (2 tabod) 000 409 009 00 090 | 080 00
N 102 102 w2 102 w2 02} W2 [
P28 Fearion Conulifn 195" 508 5% 1 9" 136" | - 01
S (2 tadied) 000 10 000 020 090 | 020 00
T A a0 1023 " 2L " 192, ", 02
P25 Pearsos Comelrion 617 6007 600 697 1 rar| ™y 7
Sy (2-daded) 003 202 0t 002 000 | 030 00
N 102 102 102 102} 102 102 182 102
F26  Poarson Comalison 540 663 (73 L&) T yi B50” 851
S (2 takod) 009 303 000 008 | 0to | 080 200
N 102 102 102 102 202 102} 102 102
P27 Peanon Cormabiion prey &1 54 sey°| 79 w50 | ' 0
Sig (2-tadd) 00 202 000 108 020 000 | 000
% 10 W02 100 W0 10 102 | 12 102
P28 Pewrson Comeleten 539 &1 611" 101 152 851 D30 1
Sy (2 1akod) o0 202 00 009 | 010 000 | 020
N 102 102 ] 2 02 102 102 102
- S

** Comrsation i signiScant at he 0.01 leve! (2-3xded)

Dari Tabel 4.10 diketahui bahwa semua item (P21 sampai dengan P28) memiliki r hitung antara rentang
0,487 sampai dengan 0, 851. Hal ini menunjukan bahwa seluruh butir pertanyaan P21 — P28 dinyatakan valid
karena memiliki korelasi yang kuat dengan skor total dan memiliki nilai signifikan secara statistik (0,000 < 0,05).
P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28 mampu mengukur konstruk yang sama dengan variabel X4 artinya setiap
pertanyaan dalam kuesioner layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Tabel 4.11
Correlation Pertanyaan Variabel Kepatuhan Perpajakan ()

Correlations
P29 P30 P31 | P32 P33 P34
P29 Pearson Correiation 1 6647 6337 622" 613~ 5587
Sk (2-taked) 000 000 000 000 000
N 102 102 1921 102 102 102
P30 Pearson Comefation 5647 1 TR 5647 5457 640~
Sig (2-taked) 000 000 000 000 000
N 102 102 102 102 102 102
P31 Pearson Correlation 633 722" 1 857" 6407 6227
S (2-taked) 000 000 000 000 000
N 102 102 102 102 102 102
P32 Pearson Comrelation 622~ 584 657" 1 606~ 579"
Si). (2tared) 000 000 000 000 000
N 102 102 102 102 102 102
P33 Pearson Comelation 613" 549" 640" s06" 1 74"
Sig (2-tared) 000 000 000 000 000
N 102 102 102 102 102 102
P34 Pearson Correiation Ll s40™ 22" arg™ 734~ 1
S (2-1abed) 000 000 000 000 000
N 102 102 102 102 102 102

** Correlation = sgnificant at the 0.01 level (2-tailed)

Dari Tabel 4.11 diketahui bahwa semua item (P29 sampai P34) memiliki r hitung antara rentang 0,584
sampai dengan 0,734. Hal ini menunjukan bahwa seluruh butir pertanyaan P29 — P34 dinyatakan valid karena
memiliki korelasi yang kuat dengan skor total dan memiliki nilai signifikan secara statistik (0,000 < 0,05). P29,
P30, P31, P32, P33, P34 mampu mengukur konstruk yang sama dengan variabel Y artinya setiap pertanyaan dalam
kuesioner layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.
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Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Uji realibilitas adalah salah satu alat ukur mengenai kestabilan dan konsistensi responden Ketika
menjawab pertanyaan yang hubungannya dengan suatu variabel serta diusun kedalam bentuk kuesioner. Sebuah

variabel dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach alpha > 0,60.
Tabel 4.12

Correlation Pertanyaan Variabel Pemahaman Perpajakan (X1)

Raluabilty Statistics

Zronbach's
Alpha M of Hems

215 ]

Dari Tabel 4.12 diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,915 dengan jumlah item sebanyak 8
pertanyaan. Nilai Cronbach’s Alpha tersebut lebih besar dari batas minimal 0,60 sehingga dapat disimpulkan
bahwa instrument penelitian memiliki Tingkat reliabilitas yang tinggi. Hal ini menunjukan bahwa seluruh item

pertanyaan dalam instrument memiliki konsistensi internal yang baik dan mampu mengukur konstruk yang sama
dengan variabel X1.

Tabel 4.13
Correlation Pertanyaan Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan ) (X2)

Rehabilrty Stabishics

cronbach's
Aloha Mool Hems
812 7

Dari Tabel 4.13 diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,912 dengan jumlah item sebanyak 7
pertanyaan. Nilai Cronbach’s Alpha tersebut lebih besar dari batas minimal 0,60 sehingga dapat disimpulkan
bahwa instrument penelitian memiliki Tingkat reliabilitas yang tinggi.

Tabel 4.14
Correlation Pertanyaan Variabel Tarif Perpajakan (X3)

Rellability Statistics

Cronbach's

Alphia M ol [tems

154 =]

Dari tabe; 4.14 diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,846 dengan jumlah item sebanyak 5
pertanyaan. Nilai Cronbach’s Alpha tersebut lebih besar dari batas minimal 0,60 sehingga dapat disimpulkan
bahwa instrument penelitian memiliki Tingkat reliabilitas yang tinggi.

Tabel 4.15

Correlation Pertanyaan Variabel Sanksi Perpajakan (X4)

Rellability Statistics
Cronbach's
MpnaE ool [1ems

935 &

Dari Tabel 4.15 diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,936 dengan jumlah item sebanyak 8
pertanyaan. Nilai Cronbach’s Alpha tersebut lebih besar dari batas 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa
instrument penelitian memiliki Tingkat reliabilitas yang tinggi.
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Tabel 4.16
Correlation Pertanyaan Variabel Kepatuhan Perpajakan (YY)

Rellabllity Statistics

Cronbach's

Alpha N of ltems

912 6

Dari Tabel 4. 16 diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,912 dengan jumlah item sebanyak 6
pertanyaan. Nilai Cronbach’s Alpha tersebut lebih besardari batas minimal 0,60 sehingga dapat disimpulkan
bahwa instrument penelitian memiliki Tingkat reliabilitas yang tinggi.

3. Hasil dan Diskusi

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data atau residual dalam model regresi berdistribusi normal.
Uji normalitas juga dilakukan menggunakan metode One Sample Kolmogorov-Smirnov.

One-Sample Koimogorov-Smimov Test
Unstandardzed
Hesidual

N -
Normal Barametess !, Mean 0000000
Sxd. Dewtabon 1 11552188

Most Extreme Differences Absoute 061
Positive 036

Negatve 051

Test Statistic 061
AT S (2-talled) 200:2

a Test distridotion is Noemad

D. Calculated from gata

¢ Lietors Significance Comrecton

d This is 3 lower bound of the true significance

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 4.17, bahwa data memiliki distribusi normal dapat dilihat pada nilai
Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Hasil yang didapatkan sesuai dengan kriteria bahwa nilai signifikansi lebih
besar dari 0,05 (0,200 > 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang diolah telah terdistribusi
normal dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang kuat antar variabel
independen dalam model regresi.

Coefficients+
Unstandartized Standardizec Collineartty
o ! “oefC H g Sig S s
Coeficients ,_Coeftcient U Startistc
Model 8 Sid Enoe Beta Tolerance VIF
1 (Consiant) 4348 903 4813 000
Pemanaman pemalakan 447 057 701] B585| 000 21| 4515
Modemisasi agmninisiiasi
-188 070 23| -2673| 009 1592 5218
prnAI*an |
Tanf Pemaiakan 218 091 204| 2345] 029 194 & 148
Sanksl Pepajakan 178 063 271 2844 005 163| 6136

& Depengent Vanadle: Kapatuhan pemaiasan

Berdasarkan hasil output SPSS dari Tabel 4.18, dapat dilihat bahwa nilai tolerance untuk masing-masing
variabel lebih dari 0,10 dan nilai VIF untuk setiap variabel independen adalah kurang dari 10. Maka dapat
dinyatakan variabel independen tidak terjadi gejala multikolinearitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian residual pada model
regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi indikasi heteroskedastisitas, yaitu kondisi di mana
varians residual bersifat konstan pada seluruh pengamatan.
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Correlations
[T
Prasbamas | adonaios Tart Sankz Unetanchorthond
& oy EuEsiaian Hosadia
Spaamans Mo Pnahanan Carmaatien 1080 &1 9 7 3
Deiuaea Coefficlent
Sy Qlaled Do 0o o 659
N 5 ) Ea) 95 95
Nodomisas Cometation z 4 030 o e -
porecioraen Coutien a5 1.000 535 03 138
pibaasen Shy (2-lalms 0 Do 102 172
- N - ) -} e 95 98
Tt Extpaioian Cometation 1w 1% . RES
Coullichent o 635 1080 27 150
Sip (aking 080 030 0% 140
. 211 =1 218 9. -]
Sanksl Eaaialan  Cankation 78 19 Qr 1008 036
Confficienm
Sy Q-ies 030 030 | (L] 5
N ) ) e 95 99
Unstandaedized Cometation a6 o
- 4 50 i8s
Resitud Coufficicnt r Pe e & 1,08
Sig (-1sing) 665 12 40 s
N % 39 ) 93 99
** Comrefation is significant at the 0 01 leved (2-53ed)

Berdasarkan pada hasil output SPSS pada Tabel 4.19 hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari nilai Sig.
(2-tailed) bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka semua variabel tidak dapat gejala heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara suatu periode dengan periode
sebelumnya. Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi, dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson.

Model Summary®

Adjusted R S1a. Error of the

Model R R Square Square Eslimate Durbin-Waltson

1 928 B61 ‘ 855 1752 1588

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 4.20 bagian Model Summary diperoleh bahwa nilai Durbin-Watson
(DW) sebesar 1,588 dengan jumlah sampel sebanyak (n=99) dan terdapat empat variabel yang digunakan (k=4).
Untuk menentukan nilai dL dan dU berdasarkan pada tabel Durbin-Watson (DW) o = 5% maka diperoleh nilai
sebagai berikut:

dL =1,5897 dan 4 —dL =2,4103
dU =1,7575 dan 4 — dU = 2,2425

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada gambar di atas dapat diketahu bahwa nilai Durbin-Watson sebesar
1,588 dengan jumlah variabel sebanyak empat variabel (k) = 4 dan jumlah sampel (n) = 99, maka berdasarkan
tabel Durbin-Watson diperoleh nilai dL = 1,5897 dan nilai dU = 1,7575, sehingga DW (1,588) < dL (1,5897),
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi autokorelasi positif dalam penelitian ini.

Karena hasil uji Durbin-Watson menunjukan adanya indikasi autokorelasi positif, maka dilakukan uji lanjutan
menggunakan Runs Test untuk memastikan apakah pola residual yang dihasilkan benar-benar acak. Uji ini
digunakan sebagai pendukung agar hasil analisis residual menjadi lebih tepat. Adapun hasil uji Runs Test dapat
dilihat pada tabel berikut:

Runs Test
Unstandardized
Residual

Test Value» -.08449
Cases < Test Value 49
Cases >= Tesl Value 50
Total Cases 99
Number of Runs 49
Z -.302
Asymp. Sig. (2-talied) 763

a. Median

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui nilai dari variabel dependen apabila nilai
variabel mengalami kenaikan ataupun penurunan
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Coefficients?
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients t Sig.
Model B Std. Error Beta
1 | {(Constant) 4.348 903 4.813 .000
Eemahaman perpajakan 487 057 701 8&.585 .000
Modlerniasl adminisliast | - 15 070 -235| -2673| 009
D& rp_gjal@n
Tarif Berpaiakan 215 .091 204 2348 021
Sanksi Perpaiakan, A78 063 271 2.844 .005

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 4.22, bahwa persamaan regresi linear dapat diperoleh sebagai berikut:

Y =0+ BaXy + PaXo + BaXs + PaXs t €

KepatuhanPerpajakan = 4,348 + 0,487 (X1)— 0,188 (X2) + 0,215 (X3) + 0,178 (X4) + €
Keterangan:
Y = Kepatuhan perpajakan
o = Konstanta
Bi— P2 = Koefisien regresi
X1 = Pemahaman perpajakan
X = Modernisasi administrasi perpajakan
X3 = Tarif perpajakan
Xa = Sanksi perpajakan
e = Error

Dari persamaan regresi yang diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Nilai konstanta (a) sebesar 4.348 menunjukan bahwa apabila seluruh variabel independen yaitu pemahaman
perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, tarif perpajakan, dan sanksi perpajakan nilainya adalah 0
(nol), maka variabel dependen yaitu kepatuhan perpajakan () sebesar 4.348.

b. Nilai koefisien (B1) variabel pemahaman perpajakan (X1) sebesar 0,487 menunjukan bahwa koefisien ini
bernilai positif, atau searah antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan perpajakan, bahwa jika variabel lain
dianggap tetap dan pemahaman perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan perpajakan (Y) akan
meningkat sebesar 0, 487.

€. Nilai koefisien (B2) variabel modernisasi administrasi perpajakan (X2) sebesar - 0,188, menunjukan bahwa
koefisien ini bernilai negatif yang berati terdapat pengaruh negatif antara modernisasi administrasi perpajakan
dan kepatuhan perpajakan jika variabel lain di anggap tetap dan modernisasi administrasi perpajakan menurun
sebesar 1 satuan, maka kepatuhan perpajakan (Y) akan menurun sebesar - 0,188.

d. Koefisien (B3) variabel tarif perpajakan (X3) sebesar 0,215, menunjukan bahwa koefisien ini bersifat positif
yang berati terdapat pengaruh positif atau searah antara tarif pajak dan kepatuhan perpajakan jika variabel lain
di anggap tetap dan tarif perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan perpajakan () akan
meningkat sebesar 0,215.

e. Nilai koefisien (B4) variabel sanksi perpajakan (X4) sebesar 0,178 menunjukan bahwa Koefisien ini bernilai
positif yang berati terdapat pengaruh positif atau searah antara sanksi pajak dan kepatuhan pajak jika variabel
lain dianggap tetap dan sanksi perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan perpajakan () akan
meningkat sebesar 0, 178.

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel
independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam model regresi.
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Model Summary®

Adjusted R Std Error of the

Mocel R ! Square Square Estimate Dwbin-\Watson

1 928 B561 3551 1752 1 588

a Predictors: (Constam), Sanksl Pempajakan. Tant Perpasakan, Pemanaman pepaiakan
Mogamisas! adminisirast pepalakan
b Dependent Vanable Kepaluhan pemalakan

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 4.23, dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square yang diperoleh
sebesar 0,855 atau 85,5%. Hal ini menunjukan bahwa 85,5% variabel dependen yaitu kepatuhan perpajakan
dipengaruhi oleh variabel dependen seperti pemahaman perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, tarif
perpajakan dan sanksi perpajakan Sedangkan sisanya sebesar 14,5% (100% - 85,5%) disebabkan oleh faktor lain
yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya beberapa faktor lain yang
dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan antara kualitas pelayanan,(Owen De Pinto Simanjuntak, Heri Enjang
Syahputra, 2023), kesadaran wajib pajak (Rumabutar & Purba, 2024), keadilan pajak (Shianti & Sari, 2025), dan
perspektif ekonomi (Tresnawaty & Efrianto, 2025), serta variabel lain yang belum dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model
regresi secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

ANOVA*
Moded Sum of Squares dt Mean Sguare F Sig
1 Regression 1790 211 4 447 553 145 866 b lh
Resicua! 285415 o4 3 063
Total 2078 626 )

a Dependent Varadle: Kepatuban perpalakan
b. Pregictors. {Constant), Sanksl Perpajakan. Tandf Pemagakan, Pemabaman pealsian

MCOSIUSass AtMInSlasl perpaiskan

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.24 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 di mana nilai 0,000 < 0,05,
hal ini menunjukan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Parsial (Uji T) digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model regresi
secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Coefficients®
Unstandardized Standardized
- Coefficients | Coefficients_ ! =L)
Model B StdError Beta
1 (Constant) 4 348 903 4 B13 000
Pemahaman peroalakan 487 057 70 B 585 000
Mogemisasl adminisiast < i an 2
. - 188 070 -2 -2 673 009
pemaiakan i fen
Tanf Pemalakan 215 091 204| 2346 021
Sanksi Perpaiakan 178 063 2711 2844 005

a Dependent Variable' Kepatuhan perpalakan

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 4.25 maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengujian hipotesis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak
HO: = Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
Hai = Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
Pengujian secara parsial variabel pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak, hasil perbandingan antara
thitung dan teavel adalah thitung (8,585) > tianel (1,986) dan memiliki Sig. 0,00 (0,00 < 0,05) maka HO; ditolak dan
Ha diterima jadi dapat disimpulkan pemahaman perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan
perpajakan.

b. Pengujian hipotesis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak
HO2 = Modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
Haz = Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap pajak
Pengujian secara parsial variabel modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak, hasil
perbandingan antara thitung dan tiaper adalah thiung (-2,673) < tiaper (1,986) dan memiliki Sig. 0,009 < (0,009 <
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0,05) maka Ha, diterima dan HO, ditolak jadi dapat disimpulkan variabel modernisasi administrasi
berpengaruh negatif terhadap kepatuhan perpajakan.

¢. Pengujian hipotesis pengaruh tarif perpajakan terhadap kepatuhan pajak
HOz = Tarif perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan
Hasz = Tarif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan
Pengujian secara parsial variabel tarif perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, hasil perbandingan antara
thitung dan tuaber adalah thiwng (2,346) > tianel (1,986) dan memiliki Sig 0,21 (0,21 > 0,05) maka Has diterima
dan HO; ditolak. Jadi dapat disimpulkan variabel tarif perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap
kepatuhan perpajakan.

d. Pengujian hipotesis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak
HO4 = Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan
Has = Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan
Pengujian secara parsial variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, hasil perbandingan antara
thitung dan traner adalah thiwng (2,844) > tabel (1,986) dan memiliki Sig. 0,05 (0,0,05 < 0,05) maka Ha4 diterima
dan HO4 ditolak. Jadi dapat disimpulkan variabel sanksi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap
kepatuhan perpajakan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.
Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan,
tarif perpajakan, dan sanski perpajakan. dan untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan
perpajakan. sampel menggunakan 102 responden pelaku usaha UMKM di Kebayoran Lama, penelitian ini
menggunakan data primer dengan Teknik pusposive sampling dalam penelitian sampel. Pengujian data
menggunakan analisis regresi liner berganda dengan menggunakan software Statistical Package for the Social
Science (SPSS) versi 22.0. berdasarkan hasil analisis dan pemabahasan yang telah disusun dan telah di uji pada
Bab IV, dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel-variabel independen terhadap dependen adalah sebagai
berikut:  Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.
Modernisasi administrasi memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Tarif perpajakan memiliki
pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif secara
signifikan terhadap kepatuhan pajak.
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